A
&

&

TARAKAN - Pemeriksaan laporan
lgeuangan yang dilakukan Badan Peme-
riksaan Keu_angan (BPK) Provinsi Kali-
mantan Utara (Kaltara) sudah selesai 4
Juni 2015. Hasilnya, dari 6 pemerinta-
han yang diperiksa BPK, 3 dj antaranya
mendapatkan predikat wajar dengan
pengecualian (WDP).

Plh Kasubag Humas BPK Provins; Kal-
tara, Arif mengatakan, pemeriksaan dila-
kukansetelah pemerintah daerah menye-
rahkan laporan keuangan, sebenarnya
bila berdasarkan perundang-undangan,
pemda punya kewajiban menyerahkan
laporan keuangan 3 bulan setelah tahun
anggaran berakhir. Artinya, Maret, selu-

ruh laporan telah masuk. v

Tapi, hingga 31 Maret merupakan penye-
rahan terakhirlaporan keuangan hanya ada
5 pemda yang menyerahkan, dari 6 pemda
yang dibawahi BPK Provinsi Kaltara.

“Pemkab Tana Tidun g baru me-
nyerahkan laporan keungannya pada
tanggal 4 Juni. Produk dari hasil peme-

- riksaan keuangan BpK Provinsi Kaltara

adalah laporan hasi pemeriksaan, bila
berdasarkan perundang—undamgaﬁ
BPK Provinsi Kaltara m enyerahkan ter-
hadap Dewan Perwakilan Rakyat Da-

erah (DPRD) dan pemda,” beber
Selasa (11/8). p » bebernya,

Arif menjelaskan, keenam dae-
rah yang dibawahi BPK, Pemprov
Kaltara meraih penghargaan Wa-
jar Tanpa Pengecualian (WTP),

Pemkot Tarakan dan Pemkab
Malinau juga mendapat WTP
tapi Dengan Paragraf Penjelasan

(DPP), sementara Pemkab Bulun-
gan, Nunukan dan Tana Tidung
memperoleh opini Wajar Dengan
Pengecualian (WDP). Pemkab
Tana Tldung memeroleh predikat
tersebut 4 Agustus 2015.

“BPK Provinsi Kaltara mem-
bawahi entitas pemda yang ada
di Kalimantan Utara ada enam
membawahinya yaitu Pemerintah

Provinsi (Pemprov) Kalimantan
Utara (Kaltara), Pemerintah Kota
(Pemkot) Tarakan, Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Nunukan,
Pemkab Tana Tidung, Pemkab
Bulungan, dan Pemkab Malinau,”
ucapnya.

Arif mengatakan, kriteria pem-
berian opini menurut Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2004

Penjelasan pasal 16 ayat (1) me-
rupakan pernyataan profesional
pemeriksaan mengenai kewajaran
informasi yang disajikan dalam-
laporan keuangan mempunyai
kriteria.

‘Adapun pun kriteriannya ada-
lah, kesesuaian dengan standar
akuntansi pemerintah, kecuku-
pan pengungkapan (adequate

disclosures), kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan,
dan efektivitas Sistem Pengenda-
lian Intern (SPI),” jelasnya.

Lebih lanjut Arif mengakatan,
BPK melakukan tiga pemeriksa-
an yaitu pemeriksaan keuangan,
pemeriksaan dengan tujuan ter-
tentu, pemeriksaan kinerja. Untuk
pemeriksaan keuangan fokus BPK

adalah pemeriksaan atas laporan
keuangan. “Nantinya dari hasil
pemeriksaan atas laporan keuan-
gan masing-masing pemda akan
memperoleh opini dari hasil lapo-
ran keungannya yaitu, WIP, WDP,
Tidak Wajar (adversed opinion),
dan Tidak Menyatakan Pendapat
(disclamer of opinion),” pungkas-
nya.(*/jnr/asm)
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